GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG DUKA DAN PIAGAM
PENGHARGAAN, PEMBERIAN TALI ASIH, FASILITASI BANTUAN MODAL USAHA
BAGI ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka pemberian kesejahteraan bagi anggota
perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Uang Duka Dan Piagam
Penghargaan, Pemberian Tali Asih, Fasilitasi Bantuan Modal
Usaha Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat Di Provinsi
Jawa Tengah;

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Uang Duka Dan Piagam
Penghargaan, Pemberian Tali Asih, Fasilitasi Bantuan Modal
Usaha Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat Di Provinsi
Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Uang Duka Dan Piagam Penghargaan, Pemberian Tali Asih,
Fasilitasi Bantuan Modal Usaha Bagi Anggota Perlindungan
Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 82-92);

. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang
Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) Dan
Organisasi Perlawanan Rakyat Dan Keamanan Rakyat Dalam
Rangka Pelaksanaan Sistem Hankamrata;

. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang

Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip)
Dari Departemen Pertanahan Keamanan Kepada Departemen
Dalam Negeri;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Pengab
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/37-XII/1975 Dan
Nomor 240A Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembinaan Hansip-Wankampra;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pertahanan Sipil
Di Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan
Pengungsi Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG DUKA
DAN PIAGAM PENGHARGAAN, PEMBERIAN TALI ASIH,
FASILITASI BANTUAN MODAL USAHA BAGI ANGGOTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemberian Uang Duka Dan Piagam Penghargaan, Pemberian Tali Asih, Fasilitasi
Bantuan Modal Usaha Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 42), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 20138

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 72.



